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Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2019 bahwa pendapatan hibah yang bersumber dari 
pemerintah, pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga 
dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian 
pendapatan hibah berupa Surat Penetapan Pemberian Hibah 
(SPPH). Selanjutnya untuk alokasi belanja bantuan hibah 
karena sudah jelas peruntukkannya dapat dilakukan dengan 
merubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
hurup a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 58 
Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2019.  

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan. Propinsi Djawa 
Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang 
dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1968 Nomor 3 1 ,  Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2851 ) ;  

2 .  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355); 



4. Undang-Undang Nomor 15  Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;  

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara RI Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5049); 

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601) ;  

1 1.  Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4028); 

12 .  Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 137, 
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4575); 

13 .  Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4575, sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 No. 1 1 0 ,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5155) ;  
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14 .  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

15 .  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4614) ;  

16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, 
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada 
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4693); 

17 .  Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 ten tang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4738); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 
Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,  Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 
2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1 ,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177) ;  

19.  Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 1 1 9 ,  Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5161 ) ;  

20. Peraturan Pemerintah Nomor 71  Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ;  

2 1 .  Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 201 1  tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2 0 1 1  Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5219) ;  

22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 

+ 
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24. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041) ;  

26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang 
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6206); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang 
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil 
Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6224); 

29. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 
Barang/ J asa Pemerin tah (Lembaran Negara Repu blik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
telah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 2 1  Tahun 2 0 1 1  tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik IndonesiaTahun 2 0 1 1  Nomor 310) ;  

3 1.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2 0 1 1  
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1  Nomor 450) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 
123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 
2 0 1 1  Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15) ;  
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32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis 
Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 
tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran 
Dalam APBD, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, 
Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan 
Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 1744) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 
Tahun 2014 ten tang Pedoman Tata Cara Penghitungan, 
Penganggaran Dalam APBD, Dan Tertib Administrasi 
Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban 
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198); 

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 701) ;  

37. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2019 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2019 Provinsi Jawa Barat; 

38. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 1 1  tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 
1 Tahun 2019 ten tang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Provinsi Jawa Barat; 

39. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 29 Tahun 2013 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2013 Nomor 
29 seri A); 

40. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 9 Tahun 2018 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan 
Tahun 2018 Nomor 9); 

41. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 58 Tahun 2018 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan 
Tahun 2018 Nomor 58); 

42. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 58 Tahun 
2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kuningan Tahun 2018 Nomor 12 ) ;  
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43. Surat Penetapan Pemberian Hibah (SPPH) Menteri Keuangan 
Republik Indonesia Nomor S-16/MK.7 /2019 tanggal 30 April 
2019 perihal Penetapan Pemberian Hibah Derah untuk 
Program Hibah Air Minum Perkotaan dari Sumber Dana 
Penerimaan Dalam Negeri Tahun Anggaran 2019 ;  

44. Surat Penetapan Pemberian Hibah (SPPH) Menteri Keuangan 
Repu blik Indonesia N omor S-18  /  MK.7/201 9 tanggal 30 April 
2019 perihal Penetapan Pemberian Hi bah Derah untuk 
Program Hibah Air Minum Perdesaan dari Sumber Dana 
Penerimaan Dalam Negeri Tahun Anggaran 2019;  
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Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN BUPATI KUNINGAN N0M0R 58 TAHUN 2018 

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN ANGGARAN 

2019 

Pasal I 

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Kuningan Nomor 58 Tahun 
2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Kuningan Tahun 2019,  sebagiamana telah diubah dengan 
Peraturan Bupati Kuningan Nomor 12 Tahun 2019,  diubah sebagai 
berikut: 

Pasal 1 

2.803.599.769.985,00 
5.000.000.000,00 

2.808.599.769.985,00 

Rp. 
Rp. 
Rp. 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 diubah 
se bagai beriku t : 
A. Pendapatan 

Peru bahan Pertama 
Bertambah/ (berkurang) 
J umlah Pendapatan Setelah 
Peru bahan Kedua 

B. Belanja Daerah 
Peru bahan Pertama Rp. 2.738.390.845.293,00 
Bertambah/ (berkurang) Rp. 2.000.000.000,00 
Jumlah Belanja Daerah Setelah Rp. 2.740.390.845.293,00 
Perubahan Kedua 
1 .  Belanja Tidak Langsung 
Peru bahan Pertama Rp. 1 .796.906.024.67 l ,00 
Bertambah/ (berkurang) Rp. 0,00 
Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp. 1 .  796. 906.024.671 ,00 
Setelah Perubahan Kedua 
2 .  Belanja Langsung 
Peru bahan Pertama Rp. 941.484.820.622,00 
Bertambah/ (berkurang) Rp. 2.000.000.000,00 
Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp. 943.484.820.622,00 
Setelah Perubahan Kedua 

Defisit Rp. 68.208.924.692,00 
B. Pembiayaan Daerah 

Penerimaan 
Peru bahan Pertama Rp. 10.263.052. 728,00 
Bertambah/ (berkurang) Rp. 
Jumlah Penerimaan Setelah Rp. 10.263.052.728,00 
Perubahan Kedua 
Pengeluaran 
Peru bahan Pertama Rp. 75.4 7 1 .  977.420,00 
Bertambah/ (berkurang) Rp. 3.000.000.000,00 
Jumlah Pengeluaran Setelah Rp. 78.4 7 1 .  977.420,00 
Perubahan Kedua 
Pembiayaan Neto Rp. 68.208.924.692,00 
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Pasal 2 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada lampiran 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2019 .  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah. 

Ditetapkan di Kuningan 
pada tanggal : 2 1  Mei 2019 

BUPA-TI KUNINQ 
{ N 

>I 

f ,,, • . .  

e  Diundangkan di Kuningan 
pada tanggal : 21 Mei 2019 

s 

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2019 NOMOR.2.1 

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN AS£T 
DAERAH 

ti ti 

- ,  
f»» ] 

·-·1·�-.--- 
KABAG. 

TANGGAL KET 
PEJABAT 

KASUBAG 
KASUBBID 

KABID 

KEPALA BADAN 

SEKRETARIS 

ASISTEN 


